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ABSTRAK

Untuk menjembatani antara pemerintah dan rakyat, sebagai
wujud bekerjanya demokrasi diperlukan adanya partai politik.
Sistem demokrasi tidak mungkin berjalan tanpa adanya partai
politik. Sebagai organisasi yang mengejar kekuasaan, partai politik
membutuhkan uang agar misinya berhasil; selanjutnya ketika sukses
memegang kekuasaan, partai politik terus mengakumulasi uang agar
terus bisa bertahan. Dalam sistem politik demokratis, kebutuhan
partai politik uang menjadi tak terhindarkan, karena basis legitimasi
kekuasaan adalah dukungan rakyat dicerminkan oleh hasil pemilu.
Agar berhasil merebut suara rakyat, partai politik butuh dana
kampanye dalam jumlah besar.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian library research
dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Pendekatan yang
digunakan adalah pendekatan normatif. Sumber data yang
digunakan berupa sumber data primer yang berasal dari Pasal 35
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011. Serta sumber data sekunder
berasal dari buku, jurnal, penelitian terdahulu maupun data-data lain
yang terkait dengan penelitian ini. Fokus penelitian ini akan
membahas bagaimana regulasi keuangan dalam Undang-undang
Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik dalam perspektif Siyasah
Tasri’iyyah.

Hasil penelitian ‘menunjukkan 'bahwa Pasal 35 Undang-
undang-Nomor. 2 Tahun 2011 yang mengatur- tentang regulasi
keuangan partai politik, belum mampu menjadikan solusi. Hal ini
dikarenakan kebijakan regulasi keuangan belum dilaksanakan secara
optimal dan Kketergantungan partai ‘terhadap bantuan sumbangan
masih tinggi. Terlihat dari perspektif Siyasah Tasri’iyyah, walaupun
telah sesuai dengan prinsip berangsur-angsur dalam menetapkan
hukum akan tetapi belum menjalankan prinsip meniadakan
kepicikan dan kesempitan.

Kata Kunci: Partai Politik, Regulasi Keuangan, Siyasah
Tasri’iyyah.
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MOTTO

“...XKamu adalah wmat vyang terbaik vang
dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang
makruf, dan mencegah dari yang munkar, dan
beriman kepada Allah...”

( 9.S. Ali Tmron|3]: 110 )

“ Teruslah belajar mengelola kesadaran, kejernihan
fikiran serta kevendahatian. Hidup yang remeh-

temeh sekalipun patut untuk diperjuangkan !”
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi

huruf  Arab-Latin yang dipakai

dalam

penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama

Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari

1988.
HurufArab | Nama Huruf Latin Keterangan
| Alif Tidak
dilambangkan

o Ba B Be

& Ta’ T Te

& sa $ s (dengan titik di
atas)

Jim J Je

C

z Ha’ h Ha (dengan titik di
bawah)

. Kha’ Kh Kdanh

C

s Dal D De

3 Zal V4 Z (dengan titik di
atas)

viii
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3 Ra’ R Er

5 Za’ Z Zet

o Sin S Es

U Syin Sy Es dan ye

2 Sad $ Es (dengan titik di
bawah)

2 Dad d De (dengan titik di
bawah)

L Ta’ t Te (dengan titik di
bawah)

b 78’ z Zet (dengan titik di
bawah)

& ‘An ‘ Koma terbalik ke
atas

: Gain G Ge

d

) Fa’ F Ef

3 Qaf Q Qi

s Kaf K Ka
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J Lam L ‘el
Mim M ‘em
¢
& Niin N ‘en
5 Wawu W W
A Ha’ H Ha
. Hamzah | ¢ Apostrof
« Ya’ Y Ye

A. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

wo s

oddzia

Ditulis

Muta’addidah

o
&

Ditulis

‘iddah

B. Ta’ Marbiitah di akhir kata

1. Bila ta’ Marbutah di baca mati ditulis dengan h, kecuali

kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa

Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

-

Ditulis

hikmah
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w_ o

EERTN Ditulis Jizyah

2. Bila ta’ Marbutah diikuti dengan kata sandang “al’ serta

bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

BREMERES Ditulis Karamah al-auliya’

3. Bila ta’ Marbitah hidup dengan harakat fathadh, kasrak

dan dammabh ditulis t

PRI Ditulis Zakat al-figr

C. Vokal Pendek

- fathah Ditulis A
N Kasrah Ditulis |
2 dammah Ditulis U

D. Vokal Panjang

1 |fathah+alif Ditulis A

ZINES Ditulis Jahiliyyah
2 | fathahya “mati Ditulis X

e Ditulis Tansa
3 | Kasrah+ya’ Mati Ditulis I

AP Ditulis Karim
4 | dammah+wawu mati Ditulis U

s b Ditulis furiid

Xi
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E. Vokal Rangkap

1 | fathah+ya’ mati Ditulis Ai

P Ditulis bainakum
2 | fathah+wawu mati Ditulis Au

J3 Ditulis Qaul

F. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

dipisahkan dengan tanda apostrof ()

1

]

Ditulis

a’antum

2

Ditulis

La’in syakartum

G. Kata Sandang Alif+Lam
Bila kata sandangA/if+Lam diikuti huruf gamariyyah

1.

ditulis dengan al.

RF Ditulis Al-Qur’an
ulall Ditulis Al-Qiyas

Bila kata sandang Alif+Lam diikuti Syamsiyyah ditulis

dengan

menggunakan

huruf ~ Syamsiyyah

yang

mengikutinya, serta dihilangkan huruf | (el)-nya.
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H. Huruf Besar
Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang
Disempurnkan (EYD).

I.  Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau

pengucapannya.
w29 Al 593 Ditulis Zawi al-furid
AL Al Ditulis ahl as-Sunnah

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan
terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya:
al-Qur’an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah
dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi
berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya
Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.

d. Nama penerbit di Indonesia yang, menggunakan kata Arab,

misalnya Toko Hidayah, Mizan.
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KATA PENGANTAR

o Opall g Lal) gl Jo Cpatiad dgg e Cmal Lad) o 4 daad)

o 4 g9 o) daaa () gl g Ad Sl & Y s g U Y AIY o Al
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi dan negara hukum adalah dua konsepsi
mekanisme kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahan
negara. Kedua konsepsi tersebut saling berkaitan yang satu sama
lainnya tidak dapat dipisahkan, karena pada satu sisi yang lain
negara hukum memberikan patokan bahwa yang memerintah dalam
suatu negara bukanlah manusia, tetapi hukum.! Konsepsi demokrasi
selalu menempatkan rakyat pada posisi yang sangat strategis dalam
sistem ketatanegaraan, walaupun pada tataran implementasinya
terjadi perbedaan antara negara yang satu dengan negara yang lain.
Sedangkan, di dalam konsepsi negara hukum terkandung prinsip-
prinsip negara hukum (nomocratie), yang masing-masing prinsip
dari kedua konsepsi tersebut dijalankan secara beriringan sebagai
dua sisi dari satu mata uang.?

Di | negara-negara ‘kontemporer, sulit dibayangkan adanya
politik tanpa adanya partai. Hanya ada dua bentuk negara saat ini
yang tidak memiiki partai. Pertama,beberapa masyarakat tradisional

kecil, terutama di Teluk Persia, yang masih dipimpin oleh keluarga-

! Satjipto Rahardjo, Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya
(Jakarta: Genta Publising, 2009), him. 10.

2 Jimly Asshiddigie, Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia
(Jakarta: Konstitusi Press, 2005), him. 152-162.

1
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keluarga yang dominan di daerah yang mereka kuasai jauh sebelum
dunia luar mengenali mereka sebagai negara merdeka. Kedua,
rezim-rezim yang melarang partai politik dan aktivitas partai.
Rezim-rezim ini dikuasai, baik oleh militer maupun penguasa
otoriter yang memiliki dukungan militer. Untuk sementara, jeda
politik tanpa partai dapat bertahan untuk beberapa tahun. Ketika
kekuasaan militer mulai melonggarkan genggaman mereka terhadap
pemerintahan, atau ketika kebijakan-kebijakan yang tidak populer
menimbulkan ketidakpuasan, partai muncul kembali dari “bawah
tanah” atau dari markas besar mereka di luar negeri. Kesulitan yang
dihadapi oleh rezim-rezim tersebut untuk menekan politik partai
merupakan indikator munculnya partai-partai pusat yang akan
memimpin negara-negara modern.® Tentunya, bagi sesuatu untuk
dikenali sebagai partai, harus melibatkan lebih dari satu orang,
meskipun sebuah partai pun dapat menjadi kendaraan yang dibentuk
oleh satu orang sebagai cara untuk meningkatkan kekuasaan di
dalam negara. Dalam banyak kasus, tujuan jangka panjang dari
interaksi ini adalah mengambil alih-kekuasaan negara, baik untuk
partai maupun dalam gabungan partai lain.*

Untuk menjembatani antara pemerintah dan rakyat, sebagai
wujud bekerjanya demokrasi diperlukan adanya partai politik.
Sistem demokrasi tidak mungkin berjalan tanpa adanya partai
politik. Pembuatan keputusan secara teratur hanya mungkin

8 Muslim Mufti, Studi Organisasi Politik Modern (Bandung: CV Pustaka
Setia, 2013), him. 1.

#1bid, him. 3.
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dilakukan jika ada pengorganisasi berdasarkan tujuan kenegaraan.®
Oleh karena itu, partai politik mempunyai posisi dan peranan yang
penting dalam sistem demokrasi. Partai memainkan peran
penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan
dengan warga negara. Bahkan banyak yang menyatakan bahwa
partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi.®

Sebagai organisasi yang mengejar kekuasaan, partai politik
membutuhkan uang agar misinya berhasil; selanjutnya ketika sukses
memegang kekuasaan, partai politik terus mengakumulasi uang agar
terus bisa bertahan. Dalam sistem politik demokratis, kebutuhan
partai politik uang menjadi tak terhindarkan, karena basis legitimasi
kekuasaan adalah dukungan rakyat dicerminkan oleh hasil pemilu.
Agar berhasil merebut suara rakyat, partai politik butuh dana
kampanye dalam jumlah besar.

Namun partai politik sesungguhnya tidak hanya butuh dana
kampanye, tetapi juga dana untuk menggerakkan organisasi
sepanjang waktu antara dua pemilu. Dana jenis ini juga tidak sedikit,
karena demi menjaga Kepercayaan rakyat, partai politik harus terus
eksis melalui beragam Kegiatan: operasional kantor, pendidikan
politik, kaderisasi, unjuk-publik (publik expose), serta konsolidasi
organisasi yang melibatkan kepengurusan tingkat pusat, daerah

hingga pelosok desa.’

® Jimly Asshiddiqie, “Parpol dan Pemilu Sebagai Instrumen Demokrasi”,
Jurnal Konstitusi, VVol. 111, No.4, 2006, him. 7.

® 1bid, him.7.

"Veri Junaidi, dkk, Anomali Keuangan Partai Politik (Jakarta:
Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan, 2011), him. 1-3.
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Berikut ini merupakan riwayat undang-undang tentang partai
politik di Indoesia; UU No0.31/2002 yang Dberlaku mulai 27
Desember 2002 merupakan produk hukum yang menjabarkan posisi
dan fungsi partai politik, setelah Perubahan UUD 1945. Lahirnya
undang-undang ini juga diilhami oleh fakta bahwa beroperasinya
partai politik membutuhkan dana besar, sebagaimana terjadi
menjelang Pemilu 1999. UU No0.2/2008 yang berlaku mulai 4
Januari 2008 merupakan pengganti dari UU No0.31/2002. Undang-
undang bertujuan menyempurnakan pengaturan partai politik,
namun pengaturan keuangan partai politik tidak mengalami
kemajuan. Ketika UU No0.2/2008 diubah oleh UU No.2/2011 yang
berlaku mulai 15 Januari 2011, juga tidak ada perubahan subtantif
terhadap pengaturan keuangan partai politik, kecuali menaikkan
besaran sumbangan badan usaha.® Demikian juga jika ditinjau dari
prinsip transparasi dan akuntabilitas: di satu pihak ketiga undang-
undang tersebut tidak memaksa partai politik untuk membuat
laporan keuangan berdasar standar akuntansi yang benar; di pihak
lain, laporan keuangan, partai politik juga sulit-diakses publik.®

Berdasarkan'latar.belakang di atas, menarik untuk dilakukan
sebuah kajian-mengenai - pengaruh sregulasi- anggaran keuangan
dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik
terhadap praktek demokrasi di Indonesia.

8 1bid, him.10-11.
® Ibid, him. 11.
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B. Rumusan Masalah

Bagaimana regulasi keuangan dalam Undang-undang Nomor
2 Tahun 2011 tentang partai politik menurut persektif Siyasah
Tasyri’iyyah ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan
bagaimana regulasi anggaran keuangan dalam Undang-undang
Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik persektif Siyasah
Tasyri’iyyah.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis; penelitian ini diharapkan dapat berguna dan
bermanfaat bagi pengembangan keilmuan, khususnya ilmu
Hukum Tata Negara, serta menambah referensi dalam
keilmuan pada umumnya.

2. Secara Praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai
pertimbangan bagi - pembuat Kkebijakan . untuk lebih

mempehatikan aspek fungsionalitas dari sebuah peraturan.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka digunakan untuk menentukan posisi
penyusun dalam sebuah penelitian yang dapat membedakan dengan
penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti lain.
Dalam tema yang diangkat oleh penyusun dalam penelitian ini, ada
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beberapa penelitian sebelumnya yang bekaitan dengan penelitian
kali ini, namun belum ada secaara sepesifik penelitian yang
mengangkat tema tentang Regulasi Keuangan Partai Politik di
Indonesia. Adapun beberapa penelitian yang serupa tersebut antara
lain :

Pertama, Skripsi karya Abdullah “Efektivitas Pengawasan
BPD Terhadap Transparasi Dana Di Desa Pangkalan Kecamantan
Langkap Lancar Kabupaten Pangandaran (Perspektif Sadd Al-
Zar’ah)”. Penelitian ini menjelaskan bahwa Pemerintah Desa
Pangkalan masih kurang dalam hal transparansi pengelolaan dana
desa. Pemerintah desa hanya mensosialisasikan alokasi dana desa
secara umum. Mengingat mudahnya peluang tejadinya
penyelewengan, maka terjaga dan mengawal kinerja pemeritah desa
sangat perlu untuk dilakukan. Perlu adanya pengawasan dari BPD
agar dapat menutup semua celah atau peluang pemerintah untuk
melakukan penyelewengan terhadap dana desa.’® Objek kajian
dalam penelitian tersebut tentang pengelolaan dana, hanya saja yang
membedakan dengan ‘penelitian penulis terletak pada subjek kajian
yang di teliti.

Kedua, -Jurnal- Oleh Dewi Kartikasari- “Pengaruh Personal
Background, Political Background, Pemahaman Regulasi Terhadap
Peran Anggota DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi
Kasus Pada DPRD Kabupaten Boyolali)” Penelitian ini bertujuan

10 Abdullah, “Efektivitas Pengawasan BPD Terhadap Transparasi Dana
Di Desa Pangkalan Kecamantan Langkap Lancar Kabupaten Pangandaran
(Perspektif Sadd Al-Zar’ah)”, Skripsi pada Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN
Sunan Kalijaga Yogyakata 2017.
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untuk menguji pengaruh personal background, political background,
dan pemahaman regulasi terhadap peran anggota DPRD dalam
pengawasan keuangan daerah. Penelitian ini dilatar belakangi oleh
fakta bahwa latar belakang individu akan berpengaruh ter-hadap
perilaku individu dalam aktivitas politik. Variabel dependen dalam
penelitian ini ada-lah peran anggota DPRD dalam pengawasan
keuangan daerah. Variabel independennya ada-lah tingkat
pendidikan, bidang pendidikan, latar belakang pekerjaan,
pengalaman di DPRD, asal parpol, asal komisi, dan pemahaman
regulasi. Data dalam penelitian ini merupakan data primer yang
diperoleh dari responden dan disebarkan secara langsung. Data yang
berhasil dikumpulkan berasal dari 37 responden yang merupakan
anggota DPRD Kabupaten Boyolali.'* Dalam penelitian tersebut
secara garis besar bertujuan untuk menjelaskan pemahaman regulasi
dalam pengawasan keuangan daerah, namun bukan Partai Politik.
Ketiga, Jurnal Oleh Didik Sukriono “Desain Pengelolaan
Partai Politik Berbasis Demokrasi Menuju Kemandirian Partai
Politik” Jurnal /ini ‘'mengkaji. permasalahan. mendasar mengenai
pengelolaan keuangan partai politik serta memberikan sebuah solusi

terhadap permasalahan yang: ada dengan membuat sebuah desain

11 Dewi Kartikasari, Pengaruh Personal Background, Political
Background, Pemahaman Regulasi Terhadap Peran Anggota DPRD Dalam
Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Dprd Kabupaten Boyolali)
Universitas Negeri Semarang. Accounting Analysis Journal 1. 2012
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dalam pengelolaan keuangan partai politik yang berbasis demokrasi.
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual.
Keempat, Jurnal Oleh Hasbhi Assiddig berjudul tentang
“Reformulasi Pemberian Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari
APBN dan APBD” tentang Bagaimana pemberian bantuan keuangan
partai politik bertujuan untuk menjaga indepedensi partai dari
penyumbang, sehingga partai politik dapat terhindar dari politik
uang saat memperjuangkan kepentingan rakyat. Pengaturan tentang
pemberian bantuankeuangan partai politik, saat ini diatur dalam
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
Pengaturan tentang pemberian bantuan keuangan telah mengalami
beberapa perubahan, khususnya terkait formula dalam menentukan
besaran bantuan keuangan kepada partai politik. Formula yang ada
saat ini belum dapatmengikuti perkembangan zaman, hal ini
dibuktikan dengan semakin meningkatnya jumlah pemilih dalam

pemilu sedangkan jumlah anggaran bantuan masih tetap.!?

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori dalam sebuah penelitian mempunyai peran

yang sangat penting,-dimana sebagai pijakan dalam membedah dan

12 Didik Sukriono, “Desain Pengelolaan Partai Politik Berbasis
Demokrasi Menuju Kemandirian Partai Politik”, Jurnal lImiah Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan, VVol. 3, Nomor 1, Juni 2018 .

13 Hasbi Assiddiq, “Reformulasi Pemberian Dana Bantuan Keuangan
Partai Politik dari APBN dan APBD”, Jurnal Universitas Brawijaya, Januari
2018.
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meneliti permasalahan yang akan dikaji secara mendalam, untuk itu

pnyusun menggunakan kerangka teori Siyasah Tasyri’iyyah.

Dalam kajian figh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislatif
disebut juga dengan al-sulthah al-tasyri’iyyah, yaitu kekuasaan
pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum.* Al-
sulthah al-tasyriyyah digunakan untuk menunjuk salah satu
kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur
masalah kenegaraan, di samping kekuasaan ekskutif (al-sulthah al-
tanfiziyyah) dan kekuasaan yudikatif (al-sulthah al-qadhaiyah).
Dalam konteks ini, kekuasaan legislasi berarti kekuasaan atau
kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan
diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan
ketentuanyang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam.
Dengan kata lain dalam al-sulthah al-tasyri’iyyah pemerintah
melakukan tugas siyasah syar'iyah untuk membentuk suatu hukum
yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi
kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan
kewenangan - dan. tugas dari -pada kekuasaan-.legislatif adalah
kekuasaan “yang terpenting “dalam pemerintahan Islam, karena
ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini
akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan

dipertahankan oleh lembaga yudikatif dan peradilan.®

14 Muhammad Igbal, Figih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik
Islam, (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001), him. 62.

5 lbonu Taymiyyah, al-Siyasah al-Syar’iyyah: Fi Islahi al-Ra’i wa al-
Ra’iyyah (Libanon: Dar al-Ma’rifah: 1969), hlm.127.
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Salah satu ulama terkemuka di Indonesia, T.M Hasbi ash-

Shiddige membagi ruang lingkup fikih siyasah menjadi delapan,

yakni:*6

1.

Siyasah Dustliriyyah Syar’iyyah (kebijaksanaan tentang
peraturan

perundang-undangan).

Siyasah Tasyri’iyyah Syar’iyyah (kebijaksanaan tentang
penetapan

hukum).

Siyasah Qadla'iyyah Syar’iyyah (kebijaksanaan peradilan).
Siyasah Maliyyah Syar’iyyah (kebijaksanaan ekonomi dan
moneter).

Siyasah ‘Idariyyah Syar’iyyah (kebijaksanaan administrasi
negara).

Siyasah  Dauliyyah/Siyasah ~ Kharijiyyah  Syar’iyyah
(kebijaksanaan

hubungan luar negeri atau internasional).

Dalam kerangka pembagian kekuasaan.di Indonesia, lembaga

legislatif. (al-Sulthah al-Tasyri’iyyah) terdiri dari. DPR, MPR, dan

DPD dalam' konsep tricameral.- Namun, ryang perlu diperhatikan

bahwa kekuasaan legislasi di Indonesia tidak hanya dipegang oleh

DPR semata, melainkan di Indonesia juga dipegang oleh lembaga

eksekutif. Hal demikian dikarenakan Indonesia tidak melakukan

pemisahan kekuasaan secara tegas yang memberi kewenangan

kepada lembaga eksekutif untuk membuat produk hukum pula.

18 1bid., him. 15.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (11.12.2019)



11

Oleh karena itu, Sivasah Tasyri’iyyah (kebijaksanaan dalam
penetapan hukum) tidak hanya mencakup lembaga legislatif dalam
lingkup tata negara Indonseia, melainkan juga mencakup lembaga
eksekutif. Hal demikian tidak menjadikan Siyasah Tasyri’iyyah,
yakni kebijakan dalam penetapan hukum sebagaimana yang
disebutkan oleh Hasbi hanya mencakup DPR semata, melainkan
juga eksekutif karena memiliki kewenangan untuk melakukan proses
legislasi.

Dalam Islam, kekuasaan menetapkan hukum merupakan
wewenang mutlak Allah swt, akan tetapi dalam suatu wacana fikih
siyasah, lembaga tasyri’ memiliki kewenangan untuk membuat
hukum yang diberlakukan untuk masyarakat dengan berdasarkan
pada ajaran Islam. Oleh karena itu, Siyasah tasyri’iyyah sebagali
Politik legislasi dalam Islam harus berpegang pada ajaran Islam
sebagai pedoman dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.

Hal ini telah ditentukan oleh Allah swt lewat asas-asas tasyri’
Islami yang terdiri dari Meniadakan Kepicikan, Berangsur-angsur
dalam Mentapkan Hukum, 'dan 'Sejalan  dengan Kemaslahatan
Manusia. Asas-asas inilah yang akan digunakan dalam melakukan
analisis terhadap Regulasi Keuangan Partai; Politik di Indonesia
(Studi Pasal 35 Untdang-undang Nomor 2 Tahun 2011).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian penyusunan skripsi ini adalah penelitian

kepustakaan (Library Research), dengan melihat landsan sosiologis
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dan yuridis Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partali
Politik.
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriftif-analitik. Deskriftif-analitik
artinya mengumpulkan data, mengklasifikasikan, menggambarkan,
menguraikan data yang nampak sebagaiman adanya,!’ kemudian
menganalisisnya secara mendalam dan komprehensif sehingga
memperoleh makna dibalik fakta tersebut.®
Dengan demikian, penulis mengumpulkan data terkait
regulasi keuangan partai politik, baru kemudian dengan
menggunakan teori Siyasah Tasyri iyyah.
3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian  ini  menggunakan pendekatan
normatif, karena fokus dari kajian ini adalah Pasal 35 Undang-
undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini secara leterer
yaitu dengan /menelaah ‘'undang-undang dan. peraturan lain yang
bekaitan.dengan ‘Regulasi.Keuangan Partai Politik.
Data/pada,penelitian terdiri-dari:
a) Bahan Hukum Primer terdiri dari Undang-undang Nomor 2
Tahun 2011 tentang Partai Politik.

17 Hadari Nawawi, Penelitian Terapan, cet. ke-2 (Yogyakarta: Gajah
Mada University Press, 1966), him. 73.

18 Nyoman Kutha Ratna, Metodologi Penelitian (Kajian Budaya dan llmu
Sosial Humaniora Pada Umumnya) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), him.
338.
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b) Bahan Hukum Sekunder terdiri dari karya-karya ilmiah, artikel-
artikel, maupun doktrin hukum yang mampu dijadikan alat
untuk mendukung penelitian ini.

5. Analisis Data
Setelah data atau literatur yang terkait dengan penelitian
dikumpulkan, maka akan diolah dan diseleksi kemudian
diklasifikasikan secara sistematis dan logis barulah kemudian
dianalisis secara komprehensif. Dengan demikian, diharapkan
penelitian dapat memberikan gambaran yang spesifik dalam melihat

permasalahan obyek yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mengurai dan menjawab pokok masalah dalam skripsi
ini, penulis menyusunnya dalam beberapa bab. Masing-masing bab
yaitu:

Bab pertama berisi Pendahuluan, dalam pendahuluan untuk
mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini
terdiri dari tujuh sub. bab: mengenai latar -belakang, rumusan
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka
teori, metode penelitian dan‘sistematika pembahasan.

Bab Kedua, berisikan penggambaran konsep teori sebagai
pisau analisis dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian
ini, teori yang digunakan penyusun adalah Siyasah Tasri’iyyah.

Bab Ketiga, menguraikan data-data tentang model

pengelolaan keuangan partai politik di Indonesia. Serta regulasi
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keuangan partai politik yang tertera dalam Undang - Undang Nomor
2 Tahun 2011.

Bab Keempat, analisis Siyasah Tasyri’yyah terhadap
pengaruh regulasi anggaran keuangan dalam Undang-undang Nomor
2 Tahun 2011 tentang partai politik di Indonesia.

Bab Kelima, merupakan penutup berisi tentang kesimpulan
yang diambil dari analisis dari bab sebelumnya dan menjadi jawaban
atas pokok permasalahan yang telah di rumuskan, selain itu penulis

juga memuat saran-saran.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab terakhir ini penyusun akan memaparkan hasil
analisis mengenai regulasi anggaran keuangan dalam Pasal 35
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik
persektif Siyasah Tasri’iyyah, maka dapat diperoleh beberapa
kesimpulan, sebagai berikut :

Pertama, keberadaan partai politik telah memiliki catatan
sejarah dan peranan yang penting dalam sistem demokrasi di
Indonesia. Partai politik merupakan sarana untuk menempatkan
wakil-wakilnya di pemerintahan dengan melalui mekanisme pemilu.
Menjembatani antara rakyat sebagai pemilik kedaulatan yang
hendak  menyampaikan aspirasi _dengan negara sebagai
penyelenggara dalam pemerintahan.

Kedua, * melalut’ ‘perspektif “Siyasah ™ ‘Tasyri’iyyah yang
didukung dengan beberapa data’yang- telah diuraikan sebelumnya,
memandang bahwa peran pemerintah dalam rangka peningkatan
fungsi dan peran partai telah sesuai dengan prinsip berangsur-angsur
menetapkan hukum di tengah perkembangan masyarakat. Namun
dalam penerapan kebijakan, adanya kesulitan yang dihadapi oleh
kader partai yang duduk di jabatan pemerintahan maupun pengurus
yang berada dalam organisasi partai, dimana mereka harus
menanggung dan menuruti kehendak partai. Hal ini berakibat pada

kebobrokan moralitas kader yang nantinya akan duduk dalam kursi
70
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pemerintahann, tidak sejalan dengan prinsip meniadakan kepicikan
dan kesempitan.

Ketiga, akibat yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut,
terdapat pengaruh yang menghubungkannya pada dehumanisasi.
Pengaturan anggaran tentang sumbangan sah menurut hukum dari
pihak bukan anggota dan swasta, namun tidak adanya ketentuan
yang mewajibkan melampirkan daftar nama penyumbang dan format
laporan pertanggungjawaban yang jelas. Pada akhinrya, politik
mahar mengakibatkan kebuntuan bagi masyarkat maupun anggota
partai politik dalam memenuhi hak-haknya dalam berpolitik.
Sehingga, menurut perspektif politik profetik, kebijakan tersebut
tidak menunjukkan sisi yang humanis.

Keempat, terjebaknya partai dalam lingkaran materialistik
menyebabkan partai menjadi semakin jauh dengan peran dan
fungsinya. Partai politik terpaksa mendekatkan diri kepada para
penyumbang-penyumbang bermodal besar dan memanfaatkan
peluang lain melalui kadernya yang menduduki posisi strategis pada
pemerintahan. “ Tentu hal ‘ini. berpotensi- untuk' 'menciderai nilai
transendensi partai dalam sistem ‘demokrasi. Hal tersebut membuat
kepercayaan masyarakat terhadap partai politik semakin berkurang.
Kehadirannya diharapkan sebagai tempat menampung aspirasi dan
memberikan solusi atas permasalahan sosial melalui kebijakan, akan
tetapi beberapa diantaranya malah turut serta memperkeruh keadaan

dan menambah catatan kelam deretan permasalahan.
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B. Saran

Setelah penyusun melakukan penelitian skripsi yang berjudul
“Regulasi Anggaran Keuangan Partai Politik di Indonesia; Studi
Pasal 35 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 dengan
mengunakan Siyasah Tasyri’iyyah Sebagai pisau analisis,
memandang bahwa kebijakan tersebut masih memiliki celah, dalam
implementasi pelaksanaan yang ada dalam regulasi keuangan
maupun akibat dari desakan keadaan. Meskipun demikian, usaha-
usaha yang dilakukan pemerintah dalam membuat kebijakan untuk
menghindarkan partai dari jeratan lingkaran materialistik harus tetap
dilakukan, mengingat partai politik memiliki peran yang strategis
dalam keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Penyusun sangat
mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai
pihak, agar nantinya dapat dilakukan perbaikan. Penelitian ini
tentunya bukanlah akhir untuk menjawab persoalan tentang regulasi
anggaran keuangan partai politik dewasa ini. Penelitian ini
merupakan salah satu sudut pandang yang selanjutnya digunakan
sebagal pijakan dalam menjawab persoalan-peroalan dinamika partai

politik mendatang.
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